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Abstrak
 

Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No.

36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital.

Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk

mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses

implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur

dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian,

implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran

kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah

daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi

anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan

Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO

tidak dapat menggunakan anggaran.

......

The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No.

36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital.

The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because

of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of

telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then,

the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy

doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get

multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of

budget because of the legislative forbid the use of budget.
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